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ABSTRACT  
This study discusses the authority of political parties in the mechanism of interim dismissal 
of members of the DPR through an analysis of the Constitutional Court Decision Number 
199/PUU-XXIII/2025. The issues examined in this study relate to the position of political 
parties in a representative democratic system and the implications of the right of recall for 
the principle of popular sovereignty. The study was conducted by examining the process of 
interim dismissal, the considerations of the Constitutional Court, and the relationship 
between political parties and legislative members within the Indonesian constitutional 
system. The research method used is normative legal research with a statutory approach and 
a case approach through the analysis of Constitutional Court decisions. The results show 
that the authority of political parties to exercise recall is still recognized within the 
Indonesian legal system as part of the organizational relationship between political parties 
and members of the DPR. However, its implementation has the potential to create an 
imbalance between the interests of political parties and the aspirations of the people if it is 
not accompanied by adequate oversight. Therefore, the implementation of the right of recall 
must continue to uphold the principles of democracy, popular sovereignty, public 
participation, and the protection of the representative function of DPR members in carrying 
out their duties and authorities in accordance with constitutional principles and the 
Indonesian democratic system. 
Keywords: Political Parties, Right of Recall, Interim, Dismissal, DPR. 

 
ABSTRAK 
Penelitian ini membahas kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian 
antarwaktu anggota DPR melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
199/PUU-XXIII/2025. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kedudukan 
partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan serta implikasi hak recall terhadap prinsip 
kedaulatan rakyat. Penelitian dilakukan dengan mengkaji proses pemberhentian antarwaktu, 
pertimbangan Mahkamah Konstitusi, dan hubungan antara partai politik dengan anggota 
legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus 
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melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kewenangan recall oleh partai politik masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai 
bagian dari hubungan organisatoris antara partai politik dan anggota DPR. Namun, 
pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan partai 
politik dan aspirasi rakyat apabila tidak disertai pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, 
diperlukan pelaksanaan hak recall yang tetap memperhatikan prinsip demokrasi, kedaulatan 
rakyat, partisipasi publik, serta perlindungan terhadap fungsi representasi anggota DPR 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan 
sistem demokrasi Indonesia. 
Kata Kunci: Partai Politik, Hak Recall, Antar Waktu, Pemberhentian, DPR. 

 
PENDAHULUAN  

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dengan sistem 
yang terpengaruh oleh tradisi hukum Eropa Kontinental. Setiap aspek kehidupan 
bernegara hendaknya mengikuti aturan hukum yang berasal dari Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Hal 
ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia 
sebagai negara hukum. Dalam kerangka ini, hukum tidak dapat dipisahkan dari 
politik, karena penyusunan peraturan perundang-undangan adalah hasil dari proses 
politik. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat dan saling memengaruhi 
antara hukum dan politik. (Ama et al., 2024)  

Untuk memperdalam pemahaman mengenai negara hukum, perlu dijelaskan 
konsep rechtsstaat. Negara hukum adalah ide pemerintahan yang menjadikan 
hukum sebagai landasan bagi setiap tindakan yang diambil oleh negara serta 
masyarakat. Setiap tindakan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak 
boleh didasarkan pada kekuasaan yang bersifat otoriter. Ide ini berkembang dalam 
tradisi hukum Eropa yang memengaruhi para pendiri Indonesia. Seiring waktu, 
supremasi hukum menjadi elemen penting dalam sistem hukum di Indonesia, 
sehingga hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara. 
(Pralampita, 2024) 

Sejalan dengan konsep negara hukum tersebut, demokrasi menjadi unsur 
penting dalam kehidupan bernegara. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan 
di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Istilah demokrasi berasal dari 
bahasa Yunani, yaitu “demos” dan “kratos”. Dalam konteks hukum dan tata negara, 
demokrasi berfungsi sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan 
bermartabat. Demokrasi juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan 
melalui sistem checks and balances. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya 
berhubungan dengan kedaulatan rakyat, tetapi juga memastikan terciptanya sistem 
pemerintahan yang bertanggung jawab. (Butarbutar & Triadi, 2024) 

Dalam pelaksanaannya, demokrasi diwujudkan melalui lembaga perwakilan 
rakyat, salah satunya DPR-RI. DPR-RI memiliki peranan krusial dalam sistem 
demokrasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, 
dan pengawasan terhadap pemerintah. DPR-RI juga berfungsi sebagai tempat 
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perwakilan politik yang menggambarkan pilihan masyarakat melalui partai politik. 
Selain itu, DPR-RI memiliki pengaruh dalam berbagai kebijakan nasional melalui 
proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, DPR-RI merupakan aktor kunci 
dalam membentuk arah kebijakan negara. (Jelly & Prihana, 2025) 

Berkaitan dengan peran strategis DPR, keberlangsungan keanggotaan 
lembaga legislatif perlu diatur melalui mekanisme pemberhentian antarwaktu 
(PAW). Dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan, mekanisme hukum yang 
berkaitan dengan lembaga perwakilan memerlukan pengawasan dan pelaksanaan 
sesuai ketentuan hukum agar proses yang berjalan tetap terjaga dengan baik (Yusuf 
et al., 2025). Penggantian anggota legislatif hanya dapat dilakukan dalam situasi 
tertentu. Dalam pelaksanaannya, posisi anggota legislatif terkait dengan partai 
politik sebagai pendukung (Haryani et al., 2022). Proses PAW dilakukan melalui 
usulan partai politik tanpa pemilihan umum secara langsung. Dengan demikian, 
PAW berpengaruh terhadap representasi politik dan kedaulatan rakyat. 

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan, dampak ini dapat dilihat dalam cara 
pelaksanaan PAW. Proses ini berpengaruh pada sistem demokrasi perwakilan. 
Keberadaan PAW berkaitan dengan wakil rakyat yang terpilih secara demokratis, 
yang berarti ada keterkaitan antara masyarakat, partai politik, dan badan legislatif 
(Arrsa et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, kewenangan yang berkaitan dengan 
pengujian dan penerapan ketentuan hukum dilaksanakan berdasarkan kewenangan 
lembaga yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan 
(Azzahra et al., 2025). Situasi ini menciptakan dinamika dalam praktik 
ketatanegaraan.  

Keterlibatan partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan menjadi aspek 
yang tidak terpisahkan dalam menentukan kedudukan anggota legislatif. Partai 
politik berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga negara. 
Hubungan antara pemilih, anggota dewan, dan partai politik menunjukkan adanya 
keterkaitan yang erat (Huda, 2023). Partai politik juga memiliki peran dalam 
pembentukan dan pelaksanaan kewenangan lembaga berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hierarki peraturan yang 
berlaku dalam pemerintahan. (Liany & Umardani, 2023) 

Kedudukan partai politik mencerminkan pengaruhnya terhadap struktur 
kekuasaan dalam lembaga perwakilan. Dalam demokrasi partai politik, pemilu, dan 
lembaga perwakilan saling terkait (Sahputra et al., 2024). Di Indonesia pelaksanaan 
kewenangan antar lembaga dilakukan melalui pembagian kekuasaan agar tidak 
terjadi pemusatan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan 
kekuasaan negara (Kurniawati & Liany, 2019) Dalam implementasinya, partai politik 
mempunyai pengaruh terhadap posisi anggota legislatif.  

Dinamika tersebut menjadi latar belakang munculnya pengujian 
konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025. 
Putusan ini berkaitan dengan pengujian ketentuan yang berhubungan dengan 
kewenangan partai politik terhadap anggota legislatif. Permasalahan yang diajukan 
berkaitan dengan batasan kewenangan partai politik serta kedudukan anggota 
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legislatif sebagai wakil rakyat. Putusan ini menggambarkan hubungan antara partai 
politik dan sistem demokrasi di Indonesia.  

Berdasarkan gambaran tersebut, penting untuk mengkaji implikasi dari 
putusan tersebut. Penelitian penting karena berkaitan dengan hubungan antara 
partai politik dan anggota legislatif dalam sistem demokrasi. Penelitian ini juga 
bertujuan memahami mekanisme PAW, kewenangan partai politik, serta 
kedudukan anggota legislatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara kewenangan partai 
politik dan sistem demokrasi. 

 
METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum 
normatif dengan pendekatan putusan (decision approach),  pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian 
hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan 
kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu (PAW) 
anggota DPR serta pelaksanaan hak recall dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum 
yang mengatur pemberhentian antarwaktu anggota DPR, sedangkan pendekatan 
putusan digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
199/PUU-XXIII/2025 sebagai objek utama penelitian. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 
terdiri atas putusan Mahkamah Konstitusi dan artikel jurnal ilmiah yang relevan 
dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 
kepustakaan dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber 
hukum yang berkaitan dengan kewenangan partai politik, hak recall, dan prinsip 
demokrasi perwakilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk memahami pertimbangan Mahkamah Konstitusi serta implikasi 
kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota 
DPR dalam sistem demokrasi Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemberhentian Antarwaktu (PAW) dan Implementasinya dalam Putusan 

Pemberhentian antarwaktu (PAW) adalah suatu cara dalam sistem demokrasi 
yang digunakan untuk mengisi posisi anggota legislatif di luar pemilihan umum 
yang berlangsung secara berkala (Nurhalim & Fitri, 2024). Proses ini juga dimaknai 
sebagai penggantian anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam 
sistem hukum (Pancasilawan et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, PAW 
menggambarkan adanya regulasi hukum dalam sistem pemerintahan dan 
menunjukkan usaha untuk memastikan keanggotaan lembaga legislatif terus 
berjalan dengan efektif, teratur, dan sesuai dengan prinsip perwakilan demokrasi di 
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Indonesia, serta menandakan adanya kepastian hukum dalam pengisian posisi 
publik yang berkelanjutan.  

Pemberhentian antarwaktu (PAW) tidak hanya dianggap sebagai cara untuk 
menggantikan anggota legislatif, tetapi juga berkaitan dengan sistem perwakilan 
dalam demokrasi perwakilan, di mana seorang anggota legislatif bisa digantikan jika 
tidak dapat melanjutkan tugasnya (Hastuti & Nuriyatman, 2024). Lebih jauh, PAW 
merupakan proses di mana anggota DPR digantikan oleh calon dengan jumlah suara 
terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama, sehingga 
pelaksanaan proses ini tetap sesuai dengan hukum yang berlaku (Marriansah, 2022). 
Oleh karena itu, PAW menjadi bagian dari regulasi hukum yang bertujuan untuk 
menjaga keberlanjutan keanggotaan legislatif serta mempertahankan prinsip 
perwakilan dalam sistem demokrasi di Indonesia. 

Dalam praktiknya, hal tersebut dapat dilihat dalam perkara pengujian 
undang-undang Nomor 199/PUU-XXIII/2025, para pihak yang terlibat terdiri dari 
lima orang Pemohon yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia dengan 
latar belakang sebagai pelajar atau mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di 
Indonesia. Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan secara bersama-sama 
dan memiliki kedudukan sebagai pihak yang mengajukan pengujian materiil 
terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam kedudukannya, para 
Pemohon bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan terhadap 
norma yang diuji dalam perkara tersebut. Dengan demikian, para Pemohon secara 
formal diakui sebagai pihak dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.  

Selanjutnya, untuk memahami dasar pengajuan perkara ini, alasan 
permohonan dari para Pemohon menekankan pada pengujian konstitusional Pasal 
239 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur 
pemberhentian anggota DPR oleh partai politik secara tiba-tiba. Para Pemohon 
berpendapat bahwa ketentuan ini menciptakan dominasi partai politik yang 
mungkin bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, norma ini 
dianggap menghalangi partisipasi warga dalam mengawasi dan mengontrol wakil 
mereka di lembaga legislatif. Para Pemohon juga berargumen bahwa ketentuan 
tersebut berpotensi menyebabkan ketidakadilan serta memperkecil peran rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia.  

Berdasarkan uraian tersebut, objek yang diajukan dalam perkara ini adalah 
pengujian materiil mengenai Pasal 239 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Ketentuan ini menjadi perhatian utama dalam pengujian karena berkaitan dengan 
prosedur pemberhentian antarwaktu anggota DPR melalui inisiatif partai politik. 
Objek tersebut berada dalam lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi karena 
merupakan norma hukum yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, permohonan ini berfokus pada 
pengujian norma hukum yang menjadi landasan pengaturan mekanisme 
pemberhentian anggota legislatif.  
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Dalam proses pembuktian pada perkara ini, para Pemohon menghadirkan 
beberapa bukti untuk memperkuat argumen yang diajukan selama persidangan. 
Bukti-bukti yang disampaikan mencakup kartu identitas sebagai bukti diri, 
dokumen daftar pemilih tetap yang membuktikan status sebagai pemilih, dan karya 
tulis atau penelitian akademis yang relevan dengan isu konstitusi yang 
diperdebatkan. Di samping itu, para Pemohon juga melampirkan salinan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014, terutama Pasal 239 ayat (2) huruf d yang menjadi 
norma yang diuji dalam permohonan mereka. Semua bukti tersebut dimaksudkan 
untuk memperkuat posisi hukum serta menunjukkan hubungan antara norma yang 
diuji dan kepentingan konstitusi yang dihadapi oleh para Pemohon dalam perkara 
ini.  

Penilaian terhadap pokok permohonan yang diajukan dalam perkara ini 
menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan 
wewenangnya untuk menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan dalam 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menegaskan bahwa objek 
permohonan yang berupa Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 berada dalam lingkup wewenangnya untuk diuji secara substansial. Di 
samping itu, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa permohonan ini tidak 
termasuk dalam kategori ne bis in idem karena memiliki dasar pengujian yang 
berbeda dari perkara sebelumnya, sehingga permohonan dapat dilanjutkan untuk 
diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Di samping itu, Mahkamah juga menilai substansi norma yang diuji, 
khususnya terkait kewenangan partai politik dalam mekanisme pemberhentian 
antarwaktu anggota DPR. Mahkamah berpendapat bahwa partai politik memegang 
peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan, terutama dalam mencari dan 
memilih anggota legislatif serta memastikan keselarasan politik anggotanya dalam 
lembaga perwakilan. Oleh karena itu, hak dalam proses pemecatan dianggap 
sebagai bagian dari hubungan antara anggota DPR dan partai politik yang 
mendukungnya. Meskipun demikian, Mahkamah menekankan bahwa pelaksanaan 
hak tersebut harus tetap memperhatikan asas kedaulatan rakyat dan tidak boleh 
dilakukan secara sewenang-wenang agar tidak mengganggu peran representasi 
anggota DPR sebagai wakil rakyat.  

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah 
Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan para 
Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang diuji 
dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Dengan demikian, norma yang memberikan kekuasaan kepada partai politik 
mengenai mekanisme pemberhentian antarwaktu anggota DPR secara mendadak 
tetap dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini 
juga menegaskan bahwa ketentuan tersebut tetap sesuai dengan sistem 
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ketatanegaraan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip mendasar dalam 
penyelenggaraan demokrasi representatif di Indonesia.  

Melihat keseluruhan rangkaian pembahasan dalam perkara tersebut, penulis 
berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi masih menyimpan masalah dalam 
hubungan antara otoritas partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Pemberian 
kewenangan yang cukup signifikan kepada partai politik dalam mekanisme 
pemberhentian antarwaktu anggota DPR berpotensi menjadikan partai sebagai 
kekuatan utama dibandingkan dengan pemilih sebagai sumber mandat. Situasi ini 
bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem demokrasi perwakilan, karena 
legitimasi anggota legislatif yang berasal dari rakyat menjadi kurang terlindungi. 
Selain itu, kurangnya batasan yang jelas mengenai pemanfaatan otoritas tersebut 
berisiko membuka peluang bagi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan 
dan perwakilan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu ada penguatan 
regulasi yang lebih menjamin keseimbangan antara peran partai politik dan 
kedaulatan rakyat. 
 
Kewenangan Partai Politik dalam Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPR 

Partai politik dipahami sebagai entitas institusional yang berperan dalam 
mengorganisasi kepentingan publik ke dalam proses pengambilan keputusan politik 
secara sistematis. Keberadaan partai politik memungkinkan berbagai aspirasi 
masyarakat diolah menjadi agenda politik yang terstruktur dan terarah dalam 
proses kebijakan negara (Toloh, 2023). Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai 
mekanisme penghubung yang mengintegrasikan berbagai kepentingan sosial ke 
dalam sistem pemerintahan melalui proses politik yang formal. Dalam praktiknya, 
partai politik berperan sebagai aktor yang terlibat dalam pembentukan kekuasaan 
pemerintahan serta pengisian jabatan publik melalui mekanisme elektoral 
(Andriyanto, 2025). Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi perantara, 
tetapi juga sebagai pengelola kepentingan dalam dinamika politik secara 
berkelanjutan.  

Lebih lanjut, partai politik dalam demokrasi modern tidak dapat dilepaskan 
dari peran ideologi sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan serta tindakan 
politik yang dijalankan. Ideologi partai politik berfungsi sebagai seperangkat 
gagasan yang memengaruhi tujuan dan program partai dalam proses politik (Putra 
et al., 2024). Selain itu, ideologi juga menjadi landasan dalam pengambilan 
keputusan politik serta pembentukan kebijakan yang dijalankan oleh partai politik 
dalam sistem pemerintahan. Di sisi lain, partai politik memiliki peran penting 
sebagai lembaga yang turut menentukan arah politik serta kebijakan publik melalui 
fungsi yang dijalankannya (Supriatno & Rozi, 2024). Dengan demikian, ideologi dan 
peran partai politik saling berkaitan dalam membentuk arah kebijakan dalam sistem 
demokrasi.  

Tidak hanya sebagai institusi politik, partai politik juga menjalankan fungsi 
operasional dalam mengelola dan menyalurkan kepentingan masyarakat melalui 
mekanisme politik yang terorganisir. Fungsi ini tercermin dalam kemampuan partai 
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politik untuk mengolah berbagai tuntutan sosial menjadi agenda kebijakan yang 
dapat diproses dalam sistem pemerintahan (Kurniawan dan Handayani, 2022). 
Selain itu, partai politik juga berperan dalam mendorong keterlibatan masyarakat 
dalam proses politik melalui berbagai aktivitas yang membuka ruang partisipasi 
publik. Dengan demikian, partai politik tidak hanya bertindak sebagai perantara 
aspirasi, tetapi juga sebagai penggerak proses politik yang memungkinkan 
masyarakat terlibat secara aktif dalam dinamika politik yang berlangsung. (Yansen, 
2025) 

Selain fungsi tersebut, partai politik juga memiliki peran dalam membentuk 
orientasi politik masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik. 
Proses ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem 
politik serta peran mereka dalam kehidupan bernegara, sehingga tercipta kesadaran 
politik yang lebih matang (Nurhalimah, 2026). Di sisi lain, perkembangan teknologi 
turut memengaruhi metode yang digunakan partai politik dalam menjalankan 
fungsi tersebut, terutama melalui pemanfaatan media digital sebagai sarana 
komunikasi politik yang lebih luas dan efektif (Vinanda et al., 2025). Dengan 
demikian, fungsi pendidikan dan sosialisasi politik yang dijalankan partai politik 
menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas partisipasi politik masyarakat 
secara berkelanjutan.  

Tidak hanya menjalankan fungsi tersebut, partai politik juga memiliki 
kewenangan terhadap anggota legislatif yang berasal dari partainya. Kewenangan 
ini dijalankan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan serta berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan aturan dalam pemerintahan (Liany, 2020). 
Selain itu, partai politik juga memiliki hak untuk menarik kembali anggota DPR 
melalui mekanisme recall apabila anggota tersebut tidak sejalan dengan kebijakan 
partai (Yunus, 2025). Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 
partai politik dan anggota legislatif bersifat struktural dan mengikat. Dengan 
demikian, partai politik tidak hanya berperan sebagai organisasi politik, tetapi juga 
sebagai institusi yang memiliki kontrol terhadap keberlangsungan jabatan anggota 
legislatif secara formal. 

Beranjak dari kewenangan tersebut, hubungan antara partai politik dan 
anggota DPR menunjukkan adanya keterikatan yang cukup kuat dalam 
menjalankan fungsi perwakilan. Anggota DPR pada praktiknya tidak sepenuhnya 
bebas dalam menentukan sikap politik, karena keberadaannya tetap dipengaruhi 
oleh garis kebijakan dan kepentingan partai yang menaunginya. Hal ini terlihat dari 
kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan 
umum untuk mewakili suara rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia (Salim et al., 
2025). Selain itu, anggota legislatif juga cenderung harus menyesuaikan tindakan 
dan pandangannya dengan arahan partai, sehingga hubungan representasi tidak 
hanya antara wakil dan rakyat, tetapi juga terikat pada kepentingan partai politik 
(Syahrin & Sapitri, 2020). Dengan demikian, posisi anggota DPR tidak sepenuhnya 
independen dalam praktiknya. 
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Dalam praktiknya, masalah terkait kinerja dan integritas anggota DPR dapat 
dilihat dari beberapa peristiwa terbaru yang terjadi. Salah satu contohnya adalah 
ketidakhadiran beberapa anggota DPR pada Sidang Tahunan MPR 2025, di mana 
tercatat sebanyak 128 anggota tidak hadir, meskipun sidang tetap berlangsung 
karena telah memenuhi kuorum (Liputan6, 2025). Situasi ini mencerminkan adanya 
masalah disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai wakil 
rakyat. Di samping itu, juga terdapat masalah yang berkaitan dengan aspek hukum, 
yaitu ketidakhadiran anggota DPR saat proses pemeriksaan oleh KPK terkait dugaan 
korupsi dana CSR Bank Indonesia. Dua anggota DPR tidak datang untuk 
pemeriksaan dengan alasan adanya jadwal kunjungan kerja yang telah direncanakan 
sebelumnya (Antara, 2025). Ini menunjukkan adanya masalah kepatuhan terhadap 
proses hukum dalam menjalankan tugas legislatif. 

Berbeda dengan permasalahan sebelumnya, terdapat juga kasus pelanggaran 
etika yang melibatkan tindakan anggota DPR saat memberikan pernyataan di 
tempat umum atau forum resmi. Salah satu contoh adalah kasus Ahmad Dhani, yang 
terbukti melakukan dua pelanggaran kode etik setelah adanya laporan dari 
masyarakat mengenai pernyataan yang dinilai tidak pantas. Sebagai akibatnya, 
Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan sanksi berupa teguran dan 
mengharuskannya untuk meminta maaf kepada pihak yang dirugikan 
(Suarasurabaya. net, 2025). Di samping itu, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach juga 
dinyatakan melanggar kode etik karena pernyataan publik yang dianggap tidak 
bijak dan memicu reaksi negatif dari masyarakat, sehingga keduanya dijatuhi sanksi 
nonaktif selama beberapa bulan dari posisi mereka sebagai anggota DPR (iNews, 
2025). Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dapat berpengaruh 
langsung terhadap posisi anggota legislatif. 

Beranjak dari dinamika praktik sebelumnya, analisis mengenai hak recall 
menunjukkan adanya pengaruh besar partai politik dalam menentukan 
keberlanjutan posisi anggota DPR. Aturan mengenai recall yang ada cenderung 
kurang memiliki batasan yang tegas, sehingga memberikan kekuasaan yang 
signifikan kepada partai politik dalam pengendalian anggota legislatif 
(Taufiqurrohman et al., 2023). Situasi ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat 
dalam mengawasi wakilnya menjadi terbatas, bahkan pengawasan terhadap 
anggota DPR beralih menjadi monopoli partai politik. Di sisi lain, dalam sistem 
perwakilan, anggota DPR seharusnya menjadi wakil rakyat yang harus 
mengutamakan kepentingan konstituen dalam setiap keputusan politik yang 
mereka buat (Nabela et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan hak recall oleh partai 
politik dapat berpotensi mengurangi independensi anggota DPR dan menciptakan 
ketidakseimbangan antara kepentingan partai dan aspirasi masyarakat. 

Melanjutkan analisis sebelumnya, penerapan hak recall oleh partai politik 
juga menimbulkan implikasi yang lebih luas terhadap prinsip kedaulatan rakyat 
dalam sistem perwakilan. Dalam praktiknya, anggota DPR merupakan wakil rakyat 
yang dipilih melalui pemilihan umum melalui partai politik untuk mewakili 
masyarakat dalam lembaga perwakilan, sehingga keberlangsungan kedudukannya 
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berkaitan dengan proses representasi politik dalam sistem demokrasi (Permatasari, 
2020). Kondisi ini menyebabkan hubungan antara rakyat dan wakilnya menjadi 
tidak langsung, karena keputusan terkait keberlanjutan jabatan tidak melibatkan 
partisipasi pemilih. Di sisi lain, keterbatasan akses masyarakat dalam menentukan 
keberlangsungan wakilnya menunjukkan bahwa fungsi representasi tidak berjalan 
secara optimal dalam praktiknya (Navisa, 2025). Oleh karena itu, hak recall 
berpotensi menurunkan kualitas perwakilan politik serta menjauhkan prinsip 
kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem demokrasi, prinsip demokrasi 
yang pertama adalah kedaulatan rakyat, yaitu prinsip yang menempatkan rakyat 
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dalam 
sistem demokrasi, kekuasaan negara harus bersumber dari kehendak rakyat serta 
dijalankan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Demokrasi dipahami sebagai 
sistem pemerintahan yang mengutamakan rakyat sebagai pemilik kekuasaan 
tertinggi dalam proses politik dan pemerintahan (Dedi, 2021). Selain itu, prinsip 
kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu dan 
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Marhamah et al., 2024). 

Berdasarkan prinsip tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan 
kedaulatan rakyat tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilu sebagai sarana 
demokrasi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya 
pemerintahan setelah proses pemilihan berlangsung. Dalam praktiknya, aspirasi 
masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan 
kebijakan agar hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan tetap berjalan 
secara seimbang. Selain itu, pelaksanaan demokrasi juga memerlukan keterbukaan 
serta tanggung jawab politik dari setiap lembaga negara agar kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem pemerintahan tetap terjaga. Oleh karena itu, prinsip 
kedaulatan rakyat perlu dijalankan secara konsisten agar tujuan demokrasi dapat 
diwujudkan secara lebih efektif. 

Di samping prinsip kedaulatan rakyat, prinsip demokrasi yang kedua adalah 
partisipasi publik, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam sistem 
demokrasi, partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan formal, 
tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi serta mempengaruhi 
kebijakan publik secara rasional dan terbuka (Rohmatillah et al., 2023). Di sisi lain, 
partisipasi yang bermakna harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk 
didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas keputusan yang 
diambil oleh negara (Mokodompit et al., 2025). Dengan demikian, partisipasi publik 
menjadi unsur penting dalam menjaga keterbukaan dan legitimasi dalam 
pelaksanaan demokrasi. 

Sehubungan dengan prinsip tersebut, penulis berpendapat bahwa partisipasi 
publik perlu dijalankan secara substantif dan tidak hanya bersifat formalitas 
administratif dalam proses politik. Keterlibatan masyarakat seharusnya tidak 
dibatasi pada pemberian pendapat semata, tetapi juga harus disertai adanya 
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tanggapan yang jelas terhadap aspirasi yang disampaikan. Selain itu, ruang 
partisipasi yang terbuka dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan 
lembaga negara dalam proses pengambilan kebijakan. Apabila partisipasi publik 
hanya dijadikan pelengkap prosedural, maka fungsi demokrasi sebagai sarana 
penyaluran kehendak masyarakat tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena 
itu, pelaksanaan partisipasi publik harus disertai keterbukaan, komunikasi yang 
rasional, dan penghargaan terhadap aspirasi masyarakat. 

Lebih lanjut, prinsip demokrasi yang ketiga adalah kebebasan berpendapat, 
yaitu hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun 
aspirasi dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, kebebasan 
berpendapat menjadi bagian penting karena memberikan ruang bagi masyarakat 
untuk terlibat dalam diskursus publik dan pengawasan terhadap jalannya 
pemerintahan (Gulo & Mendrofa, 2025). Selain itu, kebebasan berpendapat juga 
berkaitan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, sehingga 
demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga sebagai 
bentuk kontribusi dalam kehidupan publik. Dengan demikian, kebebasan 
berpendapat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keterbukaan serta 
keberlangsungan demokrasi yang partisipatif. 

Menanggapi prinsip tersebut, penulis berpendapat bahwa kebebasan 
berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan 
penyalahgunaan dalam ruang publik. Dalam praktik demokrasi, penyampaian 
pendapat tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan kritik, tetapi juga harus 
mampu memberikan kontribusi yang membangun terhadap kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kebebasan berpendapat perlu disertai 
sikap saling menghormati agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik 
sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan berpendapat 
perlu diimbangi dengan kesadaran hukum, etika komunikasi, serta penghormatan 
terhadap hak orang lain dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.  

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, mekanisme pemberhentian antar waktu 
(PAW) anggota DPR merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang berkaitan 
dengan hubungan antara partai politik, anggota legislatif, dan prinsip demokrasi 
perwakilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 
menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam mekanisme recall tetap 
diakui dalam sistem hukum Indonesia. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut 
masih menimbulkan persoalan terkait keseimbangan antara kepentingan partai 
politik dan prinsip kedaulatan rakyat. Di sisi lain, hak recall juga memiliki pengaruh 
terhadap kualitas representasi politik, independensi anggota DPR, serta hubungan 
antara rakyat dan wakilnya dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pelaksanaan 
recall perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kedaulatan 
rakyat, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat agar sistem perwakilan dapat 
berjalan secara lebih seimbang dan demokratis.  
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Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan 
hak recall oleh partai politik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan 
dalam praktik ketatanegaraan. Kewenangan recall tetap penting diberikan kepada 
partai politik sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan organisasi, konsistensi 
ideologi, serta stabilitas dalam sistem demokrasi perwakilan. Namun, penerapannya 
perlu disertai batasan dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan agar tidak 
mengurangi prinsip kedaulatan rakyat dan hak representasi masyarakat. Selain itu, 
proses pelaksanaan recall sebaiknya dilakukan secara objektif, terbuka, dan 
mempertimbangkan kepentingan publik sehingga prinsip-prinsip demokrasi tetap 
terlindungi dalam hubungan antara partai politik dan anggota legislatif.  
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